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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Dari berbagai uraikan yang telah penulis uraikan pada bab 

sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mencoba untuk memberikan 

kesimpulan dalam menganalisa isi skripsi ini dalam hal peranan 

kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pemulihan pembangunan fisik daerah pasca gempa di Desa Batulayar sebagai 

berikut : 

1. Peranan kepemimpinan kepala desa Batulayar dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pasca gempa, terkait kepekaan terhadap 

lingkungannya berada pada kategori “CukupPeka” (63,64 %).      

2. Peranan kepemimpinan kepala Desa Batulayar dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pasca gempa, terkait keteladanan kepala desa 

dalam lingkungannya berada pada kategori “CukupTeladan” (61,67 %).   

3. Peranan kepemimpinan kepala Desa Batulayar dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pasca gempa, terkait sikap setia kepada janjinya 

berada pada kategori “Sangat Setia Menepati janjinya” (91,67 %). 

4. Peranan kepemimpinan kepala Desa Batulayar dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pasca gempa, terkait kemampuan kepala desa 

mengambil keputusan berada pada kategori “Cukup Baik” (74,54 %).    

5. Peranan kepemimpinan kepala Desa Batulayar dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pasca gempa, terkait kemampuan kepala desa 
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menggerakkan potensi masyarakat berada pada kategori “Cukup Baik” 

(75,45 %).    

6. Peranan kepemimpinan kepala Desa Batulayar dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pasca gempa, terkait kemampuan kepala desa 

melaksanakan tugas pemerintahan berada pada kategori “Cukup 

Mampu” (75,45 %). 

7. Peranan kepemimpinan kepala Desa Batulayar dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pasca gempa, terkait kemampuan kepala desa 

melaksanakan koordinasi berada pada kategori “Sangat Baik” 

(85,75%). 

8. Peranan kepemimpinan kepala Desa Batulayar dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat pasca gempa, terkait kemampuan kepala desa 

melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawab berada pada 

kategori “Sangat Baik”  (89,09 %).    

9. Faktor pendukung kepala desa dalam melaksanakan peranannya,antara 

lain :tokoh masyarakat aktif memberi saran danmasukan (90,00%),  

adanya koordinasi yang baik antara institunsi dalam penanganan masalah 

yang terjadi, masyarakat menerima dan mematuhi keputusan rapat 

(86,36%). 

10. Faktor penghambat kepala desa dalam melaksanakan peranan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasca gempa, 

antara lain :masih terdapat sarana prasarana desa yang belum memadai 



79 
 

 

 

(32,72%)  dan masih terdapat sebagian janji kepala desa yang belum 

terealisasi (30,90%). 

1.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis rumuskan sebagai 

masukan untuk pemerintah Desa Batulayar yang terkait untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pemulihan pembangunan pasca gempa :. 

1. Agar masyarakat tidak bersikap acuh tak acuh terhadap Kepala Desa, maka 

harus lebih banyak bersosialisasi terhadap pentingnya swadaya masyarakat 

untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa. 

2. Kepala Desa harus pandai merangkul masyarakatnya  dan menunjukkan 

kewibawaanya terhadap masyarakat sehingga dengan begitu Kepala Desa 

dapat dihormati. 

3. Kepala Desa harus banyak bersosialisasi tentang pembangunan desa dan 

pengadaan sarana yang memadai sehingga tingkat partisipasi masyarakat 

tinggi. 

4. Dalam memberikan instruksi terhadapat masyarakat, Kepala Desa adabaiknya 

menggunakan pilih kata dan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat 

sehingga instruksi yang diberikan mudah dipahami. 

5. Ada baiknya Kepala Desa segera merealisasikan janji-janjinya agar 

masyarakat tidak hilang kepercayan terhadap kepemimpinanya.     
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